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Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, Pemerintah 

dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan 

khusus yang diperlukan untuk kepentingan umum 

seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan 

latihan serta religi dan budaya;   

b. bahwa penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus 

untuk penelitian dan pengembangan kehutanan, 

pendidikan dan pelatihan kehutanan serta religi dan 

budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

dikelola secara komprehensif, mandiri dan terpadu yang 

melibatkan berbagai disiplin keilmuan; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang 
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Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan 

Pelatihan Kehutanan, perlu menetapkan pengaturan 

mengenai penggunaan kawasan hutan dengan tujuan 

khusus untuk kegiatan penelitian dan pengembangan 

serta pendidikan dan pelatihan kehutanan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tentang Kawasan Hutan dengan Tujuan 

Khusus; 

  

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3419); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang  

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang 

Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan 

Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5099); 

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 17); 

  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 713); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN 

KHUSUS. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan yang 

selanjutnya disebut Litbang Kehutanan adalah kegiatan 

yang mencakup penelitian dan pengembangan 

kehutanan untuk mendukung pembangunan 

kehutanan. 

2. Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan yang selanjutnya 

disebut Diklat Kehutanan adalah proses 
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penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka membina 

sikap dan perilaku, serta meningkatkan kemampuan 

dan ketrampilan pegawai kehutanan dan sumber daya 

manusia kehutanan lainnya menuju sumber daya 

manusia kehutanan yang profesional dan berakhlak 

mulia. 

3. Religi dan Budaya adalah kegiatan yang dilakukan 

untuk kepentingan religi dan budaya setempat dan 

penerapan teknologi tradisional (indigenous technology) 

yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan 

sejarah perkembangan masyarakat dan kelembagaan 

adat (indigenous institution) serta kelestarian dan 

terpeliharanya ekosistem. 

4. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat 

KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi 

pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara 

edisien dan lestari. 

5. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya 

disingkat KHDTK adalah kawasan hutan yang secara 

khusus diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan 

pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan 

kehutanan serta religi dan budaya. 

6. Pengelolaan KHDTK adalah sistem pengelolaan hutan 

lestari, komprehensif, mandiri dan terpadu yang 

melibatkan berbagai disiplin keilmuan untuk tujuan 

penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan 

dan pelatihan kehutanan, serta religi dan budaya.  

7. KHDTK Litbang Kehutanan adalah kawasan hutan yang 

ditetapkan oleh Menteri untuk penelitian dan 

pengembangan kehutanan guna peningkatan pengurusan 

hutan dan peningkatan nilai tambah hutan serta hasil 

hutan.  

8. KHDTK Diklat Kehutanan adalah kawasan hutan yang 

ditetapkan oleh Menteri untuk pendidikan dan pelatihan 

kehutanan guna mendorong peningkatan kualitas 

sumber daya manusia kehutanan yang terampil, 

profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan 
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berakhlak mulia, yang mampu menguasai serta mampu 

memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dalam pengurusan hutan. 

9. KHDTK Religi dan Budaya adalah kawasan hutan yang 

ditetapkan oleh Menteri untuk religi dan budaya guna 

menjaga dan memelihara fungsi religi dan budaya yang 

memperhatikan sejarah perkembangan masyarakat, 

kelembagaan adat dan kelestarian hutan dan ekosistem. 

10. Kementerian adalah kementerian lingkungan hidup dan 

kehutanan.  

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

Pemerintahan dibidang lingkungan hidup dan 

kehutanan. 

12. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal lingkup 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

14. Kepala Badan adalah kepala badan yang membidangi 

penelitian, pengembangan dan inovasi dan kepala badan 

yang membidangi penyuluhan dan pengembangan 

sumber daya manusia. 

 

BAB II  

PENETAPAN KHDTK 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 2  

(1) KHDTK ditetapkan untuk kepentingan: 

a. Litbang Kehutanan; 

b. Diklat Kehutanan; atau 

c. Religi dan Budaya setempat.  

(2) Penetapan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan pada: 

a. semua fungsi kawasan hutan kecuali pada cagar 

alam dan zona inti taman nasional; 


